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WALIKOTA TANGERANG SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN 

 NOMOR  57 TAHUN 2010 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI  

PEMERINTAH KOTA  TANGERANG SELATAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan didalam Pasal 

239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, telah 

ditetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang 

Selatan Nomor 66 Tahun 2009; 

  b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tujuan kebijakan 

akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan 

umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan 

laporan keuangan terhadap anggaran dan antar 

periode, maka Peraturan Walikota sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu dikaji kembali; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang 

Selatan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten  (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010) ; 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi 

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4935); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang                          

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
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  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4614); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

  20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
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  21. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 01) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Walikota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota 

Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan 

(Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 

Nomor 17); 

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KOTA TANGERANG SELATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

Kecamatan dan Kelurahan. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Apropriasi adalah anggaran yang disetujui oleh DPRD yang merupakan 

mandat yang diberikan kepada Walikota untuk melakukan pengeluaran-

pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. 

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. 
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11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan keuangan daerah. 

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 

adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 

BUD. 

15. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 

16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

17. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pendapatan daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

18. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
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19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk 

untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD. 

20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk 

untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

21. Entitas pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih 

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 

keuangan. 

22. Entitas akuntansi adalah unit Pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

23. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan 

Pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan 

yang diukur dalam satuan Rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu 

secara sistematis untuk satu periode. 

24. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber 

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode. 

25. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan. 

26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 



 

 
PARAF KOORDINASI 

KaBag HUKUM SETDA  

KaBid Akuntansi DPPKAD  

 

 

27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada Bank yang ditetapkan. 

28. Arus Kas merupakan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada 

Bendahara Umum Daerah. 

29. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum 

Daerah. 

30. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 

Umum Daerah. 

31. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang 

signifikan. 

32. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

Pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

33. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 

daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 

perundangan atau akibat lainnya yang sah. 

34. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah 

dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

berdasarkan peraturan perundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab 

lainnya yang sah. 

35. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 

anggaran. 
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36. Belanja tidak terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk 

keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak 

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 

kewenangan Pemerintah Daerah. 

37. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang 

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai. 

38. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 

39. Investasi adalah penggunan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 

seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka 

pelayanan kepada Masyarakat. 

40. Biaya Investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor 

dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi Broker, jasa Bank, biaya 

legal dan pungutan lainnya dari pasar modal. 

41. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara yang dibayarkan atau nilai 

wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat 

perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan 

tempat yang siap untuk dipergunakan. 

42. Manfaat sosial dalam Kebijakan Akuntansi adalah manfaat yang tidak 

dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada 

peningkatan pelayanan Pemerintah pada Masyarakat luas maupun 

golongan Masyarakat tertentu. 

43. Perusahaan Negara adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian 

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. 

44. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian 

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 
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45. Perusahaan Asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai 

pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint 

venture dari Investornya. 

46. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah Instansi di 

lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 

kepada Masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 

tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

47. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga 

pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran 

jumlah tersebut. 

48. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang 

dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum 

dibayar oleh Pemberi kerja. 

49. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai 

dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode 

berjalan atau periode sebelumnya. 

50. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji 

dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 

51. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas 

berbeda dari aktifitas nomal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi 

dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak 

yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban. 

52. Perhitungan Fihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat PFK merupakan 

utang Pemerintah kepada Pihak lain yang disebabkan kedudukan 

Pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran ASKES, 

TASPEN dan TAPERUM. 

53. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 

penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.  
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54. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan Pemerintah. 

55. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang 

dipilih Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangannya. 

56. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar 

penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan 

merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun 

laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam 

mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

57. Laporan Keuangan Untuk Tujuan Umum (general purpose financial 

statements) adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan, pengakuan, 

pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-

peristiwa yang lain dan diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah yang khusus. 

58. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode 

pelaporan. 

Pasal 2 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan berpedoman 

pada Standar Akuntansi Pemerintahan. 

(2)  Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang 

Selatan. 

Pasal 3 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengatur penyajian 

laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun 

antar entitas akuntansi. 
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Pasal 4 

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud Pasal 3, memuat: 

a. definisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan setiap akun 

dalam laporan keuangan; dan 

b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan. 

BAB II 

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 5 

(1)  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, terdiri dari : 

a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota 

Tangerang Selatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran A; 

b. Kebijakan Akuntansi 01 Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana 

ditetapkan dalam Lampiran B.I; 

c. Kebijakan Akuntansi 02 Akuntansi Pendapatan sebagaimana 

ditetapkan dalam Lampiran B.II; 

d. Kebijakan Akuntansi 03 Akuntansi Belanja sebagaimana ditetapkan 

dalam Lampiran B.III; 

e. Kebijakan Akuntansi 04 Akuntansi Pembiayaan sebagaimana 

ditetapkan dalam Lampiran B.IV; 

f.  Kebijakan Akuntansi 05 Akuntansi Aset sebagaimana ditetapkan 

dalam Lampiran B.V; 

g. Kebijakan Akuntansi 06 Akuntansi Piutang sebagaimana ditetapkan 

dalam Lampiran B.VI; 

h. Kebijakan Akuntansi 07 Akuntansi Persediaan sebagaimana 

ditetapkan dalam Lampiran B.VII; 

i.  Kebijakan Akuntansi 08 Akuntansi Investasi sebagaimana ditetapkan 

dalam Lampiran B.VIII; 

j.  Kebijakan Akuntansi 09 Akuntansi Aset Tetap sebagaimana 

ditetapkan dalam Lampiran B.IX; 
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k. Kebijakan Akuntansi 10 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran B.X; 

l.  Kebijakan Akuntansi 11 Kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran B.XI; 

m. Kebijakan Akuntansi 12 Ekuitas Dana sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran B.XII 

n. Kebijakan Akuntansi 13 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran B.XIII; 

o. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran dalam Lampiran C.I; 

p. Contoh format Neraca dalam Lampiran C.II; 

q. Contoh format Laporan Arus Kas dalam Lampiran C.III; dan 

r.  Contoh format Catatan Atas Laporan Keuangan dalam Lampiran 

C.IV. 

(2)  Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka : 

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Pemerintah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 66 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah 

Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 66) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang 

Selatan.  

 Ditetapkan di Tangerang Selatan. 

 pada tanggal 10 November 2010. 

 PENJABAT WALIKOTA 

TANGERANG SELATAN, 

 

Ttd  

 

H. EUTIK SUARTA 

  

Diundangkan di Tangerang Selatan.  

pada tanggal 10 November 2010.  

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA TANGERANG SELATAN, 

 

Ttd  

 

DUDUNG E DIREDJA 

 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN NOMOR 57. 

 


